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1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, berkomitmen untuk
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Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Reallsasi
Penerlmaan Pajak Dacrah
Tahun 2017-2022 {dalam Trillun Rupiah)

Tahun Target Reallsas] Yo
2017 168.797.,93 |ROLI01.40 106,70%
2018 184 80740 194,189,538 105,08%
2019 208.768.79 208.938.20 1040, 0B
2020 23526733 179.170.49 76 16%
2021 217.504.16 _ 199.306.00 91.63%
2022 230.237 92 238.743.93 103.69%

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 2023 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peperimuns pajak dacrh masih belum
optimal, Keadaan ini dipicu oleh sdanya rax gap dan pandemi covid-19. Selain
iiti, penyebab Ininnyn melibatkan ketidakakuratan data dasar pengenaan pajak.
m objek pajak. kebijakan pemda yang sangal timpang.seperti masih
adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan sturan pajak daerib dengan
maksimal, Hﬂ.l] tidak jelasnya rewasd dan pusichmen: atas ketantan membayar
pajnk-_i_llt: _k_n&ekuensi jika tidak mematuhi. Untuk mengatast permasalahan
tersebuf, pemerintah daernh diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya
SRlsiNE TR cicsicofikasi pejak. lntensifikosilpeidk  adalililesiatn
aptimalisasi penggalion penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang
tefah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DIF contohnya seperti dax ammnesti:
Sementaraitu, Ekstenfikasi pajak adalsh kegistan yang berkaitan dengan
penambahan jumish wajib pajak terdaftar dun perluasan objek pajak dalam
administrasi DIP. Kedua upaya ini saling melengkapi guna mengoptimalkan
penerimain pajak daerah,

Terdapat tiga foktor ulnma yang dianggap krusial untuk diperbaiki dan
dimaksimalkan kinerjanya yaitu faktor ekonomi, sosial, dan manusia. Perbatkan
dalam sektor ekonomi atau perfumbuhan ekonomi dilakukan sebagai tujuan untuk
memmjukkan  kemampuan  sustu  daerah  mampu  menjalankan  sistem
pemerntnhannya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diindikasikan dengan
meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Salsh satu indikator pertumbuhan
ckonomi suatu daerah adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
( Saputra. 201 8).



Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yong dihasilkan oleh penduduk di
suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupatenkota. Produk
domestik regional bruto im mencakup segala bentuk barang dan jasa yang
dihasilkan melalu aktivitas ekonomi disuatu dserah. tanpa menmndang apakah
faktor produksinya dimiliki oleh penduduk setempat. Berikut gambar 1.1 Laju
pertumbuhan PDRAB:
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Gumbar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik E:glunil‘.__!_;'ulu di
' ' Indonesla
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Seperli yang dilihat duri gambar 1.1 bahwa @npaﬂmnhﬁu Produk
Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan setiap tshunnya, pada tahun
2018 PDRB ‘menunjikkan angka terendah sebesar Rp 404.159.12 miliar hingga
tahun: 2022 mencapai angka tertinggi scbesar Rp 56313969 miliar, hal ini
mfnmjukh‘p adanys perkembangan ekonomi yang pﬂulﬁ'dl berbagai daerah di
Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sefiap daerah di Indonesia sedang
mengzlami perkembangan ekonomi yang signifilkan.

Sejalan dengan penelitian vang dilakukan oleh Arifin, e af. (20018), Victory
& hayati (2020), dan Wahyudianti (2023) memmjukkan bahwa PDRB
berpengaruh positif terhadap penenmaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonom
yang stabil dengan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong perbatkan
kinerja penerimaan pajak. Namun, pada sisi lain ketimpangan pendapatan dan
keterbatasan lapangan kerja yang muncul akibat dari pertumbohan ekonomi
memicy frustasi padn kelompok marginal. Frustasi ini berpotensi memicu



peningkatan tindak kriminal sebagai respons atas ketidakadilan yang dirasakan.
Oleh karena itu, meski Kinerja ekonomi yang baik cenderung menckan tingkat
kriminalitas, pemahaman atas kondisi sosial dan persepsi keadilan tetap
diperfukan untuk memahami dinamika kriminalitas.

Kriminalitas adalah ancaman serius yang mempengaruhi stabilitas sosial
dan ekonomi suatu wilayah, Tingkat kriminalitas yang tinggi dalam suatu daerah

dan mﬁnmuuwmhmlm Oleh
1 dan pﬂng:hnhhmymnﬂmr sangat pe

dsersh dan meningkathan penerimaan ¢

Gambar 1. 2 Grafik Laporan Tingkat Kriminalitas i Indonesia
Sumber: BPS 2023 (diolah)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat kriminalitas yang dilaporkan mengalami
fluktuasi. Dimana kriminalitas tertingg yang dilaporkan terjadi pada tahun 2022
sebesar 372.897, Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus yang menjadi sorotan
masyarakat dan media sosial, seperti kasus binomo, kasus pembunuban, dan kasus
penipuan.



Dalam Laporan Global Peace fndeks vang diterbitkan oleh fostitwee for
Economics & Peace (2018:35) menyebutkan bohwa ketika perdamaian
meningkat, ekonomi yang lebih kuat memberikan penerimaan pajak yang lebth
tinggi. Penelitian oleh Kusmanto (2018} menjelaskan bahwa stabilitas keamanan
daersh dipengaruhi oleh beberapn foktor yaitu geografi, demografi. ideologi,
politik, ekonomi, dan sosial vang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi dan akhimya akan mempenganihi penerimaan pajak daerah.

Namun, Subsgyo dan Melliza (2020) membukiikan bahwa persepsi
pajak. mhmudmmdmmg masyarakat untuk melakukan pembayaran

pajik. Penclitian yang telah dischutkan sebelumnyi méngindikasikan adanya
pmgﬂtﬂlﬁegaufdﬂn tidak signifikan antara tindak kniminal, p&nggﬂmn Hukum,
dan tindak illegal lainnya terhadap penerimaan pajak.

Seiring dengan hal tersebut, perkembangan ekonomi yang stabil jugn
memhpﬂ:n_lﬂnnp.ﬂk positif padn penenmann pajak daerah, temtmtﬂiﬁnﬂlﬂr
keschatan. Kesehatan yang optimal pada tingkat individu dapat berkontribusi pada
produktivitas dan ketersedinan sumber days manusia yang berkualitas. Ketika
lmltznmh! lebih sehat, mereka cenderung lebih aktif ﬂlhm_hgmm ekonomi,
yulg ]:adn akhirnya dapat meningkatkan pendnpﬂt:m dan tlujllmﬁ., I!a.mpuk ni
turut mempengaruhi kenakan penerimaan pajak mmhmahhd transaksi ckonomi
dan egiatan wsaha di fingkat lokl,

Kesehatan masyarakat yang baik dapat meminimalisir biaya kesehatan yang
harus dikeluarkan oleh pemerintah dierah Seperti program BPJS, schingga
anggaran dapat dln!lhka&m&mw dan program-program
publik lainnya, sehingga kesehatan di suatu daerah d.aput berpotensi meningkatkan
penerimain  pajak  daerah dan mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang
berkelanjutan {Isnanto et al.. 2022). Haol tersebut dapat berbanding terbalik jika
terjadi lonjakan kasus penyakit atau masalah kesehatan masyarakat vang akan
berdampak pada negatif pada produktivitas kerja penduduk. kemampuan individu
dalam menghasilkan pendapatan dan kontribusi ekonomi masyarakat. sehingga,



dapat menurunkan penerimaan pajak daerah karena kurangnya partisipasi
ekonomi masyarakat dalam pembavaran pajak.

Adapun persentase keluhan kesehatan di sajikan pada gambar 1.3 sebagai
berikut:

mmmmmt besdanmpak pad ponstipmtan: dan
kemampuan ekonomi individu, yang pada akhimya akan berpengaruh pada
penerimaan pajak daersh. Keluhan kesehatan yang berkelanjutan ini dapat
menyebabkan kerentanan dan ketidakstabilan jangka panjang. yang akhirnya
berdampak pada perubahun Indeks Pembangunmn Manusia (IPM) secarn
keseluruhan di suatu daerah. Upaya untuk memahami dan menanggapi krisis



kesehatan menjadi penting karena dampaknya yang sangat luas pado aspek-aspek
penting yang membentuk [PM.

Menurut Badan Pusat Statistik 1IPM adalah penjelasan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
dan pendidikan yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam wpays membanguan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk),
Adapun persentase Indeks Pembangundn Munusia (IPM) di Indonesia disajikan
pada grafik | .4 seh@'b.m'iku.t: . .
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Gambar 1. 4 Grafik Pertumbuhan Indeks Pembanguna
Indonesia A
Sumber: BPS 2023 (diolah)

M Gimlﬂ.' Mﬁhal bahwa mmlbdmn manusia
2018 w mm‘ﬂ,]% Mﬁnuml yang signifikan
bisa berdampak negatif P.'.i.El:l faktor-faktor M Wﬁnga{uhl [PM, seperti
tingkat pengangguran, tngkat kniminalitss don kesehatan. IPM  mengalami
perlambatan pada tahun 2020 sebesar 71.94% karena pandemi covid-19.
peningkatan [PM 2021 sebesar 72.29% kembali membaik seiring dengan
perbaikkan kinerja ekonomi,

Reformasi perpajakan doerah di Indonesia vang telah berlangsung selama
kurang lebih dua puluh tahun, dengan untuk meningkatkan penerimaan dserah
dari sektor perpajakan yang akan digunakan intuk kemakmuran rakyat melalu
pembangunan daerah yang dapat divkur salah satunya dengan IPM. Penelitian



oleh Atmaoja (2018) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan IPM dapat berkontribusi pada penerimaan pajak.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dijumpai hasil penelitian yang tidak
selaras. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Aji & SBM (2021) menyatakan
bahwa PDRE berpengaruh positif terkadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh lsnanto, et al. (2022) menyatakan PDRB
berpengaruh negaufunim!ﬂp mmm Selain it Isnanto, et al.
(2022) juga menystukan m: kriminalitns berpengaruh negatif terhadap
penerimagn pajuk. hmmhuﬂpnmim yang dilakukan oleh Syahrudin
(2023) menyatakan bakwa kriminalitas berpengaruh positifterhadap moral pajak.

Penelition vang dilakukan oleh Isnanto.jet al (2022) menyatakan bahwa
kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadip pajak daerah, sementara itu
hasil penelitian yang dilakukun oleh Putri (2023) menyatakan bahwa mm
berpengaruh: positif terhadop kemiskinan. Selanjutnya penelitin yang .Ma.u
olch Saragih (2018) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif ferhadap
pumihn pajak. namun hasil penelition yang dilakukan oleh ang (2022)
menyatakan bahwa IPM bempengaruh negatif dan’fidak signifiksn terhadap
pu'f.ﬂmbuhnn ekonomi.

Kebahoruan _penelitian ini-. adalah menambahkan variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Berdasarkan penelitian h:&ﬂmlﬂ. arah penelitian
yang akan pencliti ﬂﬁyﬂiﬂtm PDRB, Kriminalitas, Keschatan, dan IPM
terhadap penerimaan pajak dacrah. Pencliti menggunakan variabel yang
disebutkan sebelumnya m m m:m atau gap, sehingga
peneliti mengambil judul * Pengnruh PDRB, Kriminalitas, Kesehatan, dan IPM
terhadap Penerimaan Pajak Daerah.”



1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

|. Apakah PDRB berpenganih positif don signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Daerah di Indonesia?

2. Apakah Kriminalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan

Pajak Daerah di Indonesia? '

DET AN

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh PDRB. Kriminalitas, Kesehatan. dan
IPM secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia.



10

1.3 Manfant Penelitian
Penelitian ini diharapakan memberikan manfaat yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan kontribusi
terhadap ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian
selanjutnya, serta berguna untuk pengembangan ilmu penelitian.

dalam penelitian ini age isalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

I. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia

2. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah talun 2017-2022

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaon pajak
daersh, produk domestik bruto, jumlsh tindak pidana yang dilaporkan,
keluhan  kesehatan, dan  indeks  pembangunan  manusia



	 Bab1 - Rissa Widiastuti _001.pdf (p.1)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _002.pdf (p.2)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _003.pdf (p.3)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _004.pdf (p.4)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _005.pdf (p.5)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _006.pdf (p.6)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _007.pdf (p.7)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _008.pdf (p.8)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _009.pdf (p.9)
	 Bab1 - Rissa Widiastuti _010.pdf (p.10)

